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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kedudukan peraturan 

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam sistem perundang-undangan. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum (legal research) dengan 

tipe penelitian hukum normatif yang mana pendekatan yang di pakai adalah 

pendekatan peraturan perundang-undang (statute approach) dan pendekatan 

konseptual (conseptual approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan 

hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

kedudukan peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara setara dengan peraturan 

daerah. Hal itu dikarenakan: (1) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara berkedudukan 

setingkat menteri hanya dalam aspek prosedural pengangkatannya saja, sementara 

dalam hal membentuk peraturan dirinya berkedudukan sebagai kepala daerah. (2) 

Dalam segi kewenangan membuat aturan, Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai satuan 

daerah khusus setingkat provinsi mempunyai kewenangan atribusi dalam hal 

mengatur (regelendad) proses penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu 

Kota Nusantara (3) Melihat bahwa kedudukan Kepala Otorita merupakan kepala 

pemerintahan daerah khusus, maka produk hukum yang dikeluarkan Kepala Otorita 

Ibu Kota Nusantara berkedudukan selevel dengan “Peraturan Daerah” yang mana 

jika disandarkan  pada  konsep pengelompokan  dalam hierarki peraturan perundang-

undangan maka letak peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tergolong dalam 

peraturan daerah. Mengingat kedudukan peraturan Kepala Otorita Ibu Kota 

Nusantara adalah setingkat peraturan deaerah maka hal tersebut berakibat pada segi:  

(1) pembentukan peraturan, (2) materi muatan, (3) pengawasan pemerintah pusat, 

(4) pengujiannya. 

Kata Kunci: Kedudukan, Peraturan Kepala Otorita, Perundang-Undangan 
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ABSTRACT 

 

This study aims to determine and understand the position of the regulation of the 

Head of the Nusantara Capital Authority in the legislative system. The research 

method used is a legal research method with the type of normative legal research in 

which the approach used is a statute approach and conceptual approach. The legal 

materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this 

study indicate that the position of the regulation of the Head of the Nusantara Capital 

Authority is equivalent to regional regulations. This is because: (1) The Head of the 

Nusantara Capital City Authority has a ministerial level position only in the 

procedural aspect of his appointment, while in terms of forming regulations he has 

the position of regional head. (2) In terms of the authority to make regulations, the 

Authorities of the Capital City of the Archipelago as a special regional unit at the 

provincial level has the authority of attribution in terms of regulating (regelendad) 

the process of implementing the special regional government of the Capital City of 

the Archipelago (3) Seeing that the position of the Head of the Authority is the head 

of a special regional government, the legal products issued by the Head of the 

Authorities of the Capital City of the Archipelago are at the same level as "Regional 

Regulations" which, if based on the concept of grouping in the hierarchy of laws and 

regulations, the regulations of the Head of the Authorities of the Capital City of the 

Archipelago are classified as regional regulations. Considering that the position of 

the regulation of the Head of the Nusantara Capital Authority is at the level of 

regional regulations, this has consequences in terms of:  (1) formation of regulations, 

(2) content material, (3) central government supervision, (4) testing. 

Keywords: Position, Head of Authority Regulation, Legislation 
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